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Abstrak 
Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di 
Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnyayaitu Teori kepastian 
hukum,tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara 
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis 
ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan 
perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan 
pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif 
yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme.Metode pendekatan yang dilakukan 
dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal(socio legal study).Temuan 
dalam penelitian ini membuktikan bahwaKontruksi hukum pencatatan perkawinan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum 
adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak 
yang tidak mencatatkan perkawinannya. 
 




This research discusses the construction of marriage registration law in 
Indonesia.The theory used to analyze it is the theory of legal certainty, the type of 
research used in this study is a combination of normative legal research and 
empirical legal research on the grounds that the writer wants to study norms related 
to construction problems. law on the registration of marriages in Indonesia and 
observing various marriages that were not registered with the Islamic Society of 
Makassar City. This research is a type of qualitative study that starts from the 
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constructivism paradigm. The approach method used in this study is the socio-legal 
approach method (socio legal study). The findings in this study prove that the 
construction of marriage registration law regulated in Law Number 1 of 1974 
concerning Marriage in Article 2 paragraphs (1) and (2) still creates ambiguity in its 
application, and there is no firmness in its enforcement, so that some people still 
many do not register their marriages. 
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A. Pendahuluan. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban 
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status 
hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada 
di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.1Salah satu 
peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh negara adalah 
peristiawa perkawinan setiap warganya. 
Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta yang menyatukan seorang pria 
dan seorang wanita dalam kesatuan lahir bathin yang melahirkan keluarga sebagai salah 
satu unsur dalam kehidupan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis.Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang 
cukup tinggi melakukan pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari 
peristiwa kelahiran, perkawinan, talak cerai, waris sampai kematian yang diatur oleh 
negara. 
Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu 
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan dengan 
mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, atas 
dasar inilah pemerintah membuat undang-undang perkawinan, yaitu Pada tanggal 2 
januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Undang-Undang ini merupakan RUU tentang Perkawinan yang diajukan 
oleh Pemerintah pada 22 desember 1973. 
                                                        
1Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, 
Huruf (a). 
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Untuk mengetahui sahnya perkawinan menurut undang-undang dapat dilacak 
dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.2 
Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan lebih mempertegas dimensi religiutas 
ini,yakni bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. Secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa 
perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak mendasarkan pada hukum agama yang 
dianut.Bagi orang Islam mendasarkan pada hukum Islam yang tertuang dalam Al-
Qur’an, Hadis Nabi, serta ijtihad para Ulama.Kemudian bagi pemeluk agama Ktristen, 
Katolik, Hindu dan Budha mendasarkan pada hukum agama masing-masing 
sebagaimana tertuang dalam, Injil, Weda, dan Tripida.3 
Dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
tersebut, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, ahli hukum yang 
berpegang pada penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa 
perkawinan yang dilakukan berdasarkan  aturan agama dan keyakinan kedua belah 
pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan perkawinan bukanlah syarat 
sah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.4 
Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran 
undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain 
saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa 
pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan.Oleh karena itu, 
perkawinan tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) dianggap tidak mempunyai 
kekuatan hukum.5 Dari dua pendekatan penafsiran tersebut, terdapat cara lain dalam 
menafsirkan peraturan perundang-undangan, yaitu tafsir historis. Salah satu cara 
                                                        
2 Team Citra Umbara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi 
Hukum Islam, Cetakan Kesembilang (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm 2. 
3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, 
(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 14 
4 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama 
Media, 2015), hlm 67.  
5Ibid., 
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memahaminya dari segi sejarah, perlu diungkap mengenai peraturan perkawinan 
sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan mengenai 
sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan tidak dipisahkan sebagaimana dalam 
batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.Dalam 
penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “Perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya; 
dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peratuan perundang-undangan yang 
berlaku.” 
Meskipun sudah terdapat berbagai aturan tentang pencatatan perkawinan 
banyaknya dampak negatif yang muncul akibat perkawinan tidak tercatat, namun di 
Indonesia masih banyak terjadi perkawinan tidak tercatat.Diantara perkawinan tidak 
tercatat tersebut ada yang pada akhirnya terekspos sehingga diketahui oleh publik dan 
lebih banyak lagi perkawinan tidak tercatat yang tidak terungkap ke publik. 
Fokus kajian dari penelitian ini adalah mengenai konstruksi hukum pencatatan 
perkawinan di Indonesia.Dalam realitasnya, perkawinan yang terjadi dimasyarakat 
menuai berbagai persoalan.Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat 
mempengaruhi perilaku hukum manusia. Disisi lain, regulasi hukum Islam tidak cukup 
untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. 
B. Subtansi Hukum Pencatatan Perkawinan 
Substansi hukum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dituangkan dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun konstruksi yang dimaksud adalah 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Untuk melihat secara detail mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di 
Indonesia, Penulis uraikan Pada Tabel di bawah ini: 
  Tabel 1 
Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia 
 
No Dasar Hukum Ketentuan Pasal 
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1 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1946 Tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, 
dan Rujuk 
Pasal 1 
(2) Yang berhak melakukan pengawasan atas 
nikah dan menerima pemberitahuan tentang 
talak dan rujuk, hanya pegawai yang 
diangkat oleh Menteri Agama atau oleh 
pegawai yang ditunjuk olehnya. 
Pasal 3 
(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah 
atau nikah dengan seorang perempuan tidak 
dibawah pengawasan pegawai yang 
dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau 
wakilnya, dihukum denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah). 
(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan 
yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 dengan 
tidak ada haknya, dihukum kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (serratus 
rupiah). 
 
2 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
Pasal 2  
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
3 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
Pasal 2 
(1) Pencatatan perkawinan yang dilakukan 
menurut agama Islam, dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 
Pasal 3 
(1) Setiap orang yang akan melangsungkan 
perkawinan memberitahukan kehendaknya 
itu kepada Pegawai Pencatat di tempat 
perkwinan akan dilangsungkan. 
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) 
dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
hari kerja sebelum perkawinan 
dilangsungkan.  
 
4 Instruksi Presiden 
Republik Indonesia 




1. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat 
Islam setiap perkawinan harus dicatat. 
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada Ayat 
(1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
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sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954. 
Pasal 6: 
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, 
setiap perkawinan harus dilangsungkan 
dihadapan dan dibawah Pegawai Pencatat 
Nikah 
2. Perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Sumber Data Sekunder 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa 
pencatatan tersebut bersifat administratif.Artinya perkawinan tetap sah, karena standar 
sah dan tidaknya perkawinan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang 
melangsungkan perkawinan.Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, 
suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila 
salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, maka pihak lain tidak 
bisa melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah secara 
autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja keadaan yang demikian 
bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. 
Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain subtansinya 
bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.Aturan mempunyai cakupan manfaat 
yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.Setidaknya ada 
dua manfaat pencatatan perkawinan.Pertama, manfaat preventif yaitu untuk 
menanggulangi agar tidak terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-
syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaanya itu, maupun 
menurut perundang-undangan.Penyimpangan menurut undang-undang sebagaimana 
dalam prosedur yang telah diatur dalam Pasal 3 PP Nomor. 9 Tahun 1975: 
1. Setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu 
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
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2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya10 
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.6 
Cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara tertulis oleh calon 
mempelai atau orang tua atau wakilnya. Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas 
meliputi; nama, umur, kepercayaan, pekerjaan dan kediaman calon mempelai. Apabila 
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istrinya terdahulu. 
Pemberitahuan ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan 
atau pemalsuan identitas, juga untuk mengantisipasi terjadinya halangan perkawinan. 
Kedua, manfaat represif yaitu bagi suami istri yang karena sesuatu hal 
perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi hukum Islam 
memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada 
Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam 
melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan pada aspek fikih saja, akan 
tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek keperdataan secara seimbang.  
Bila kita perhatikan penjelasan di atas, peraturan perundang-undangan itu secara 
literal sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, akan tetapi persoalannya menjadi rumit 
ketika Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “ Untuk 
memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan 
dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah” dan perkawinan yang dilakukan 
diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.7Di 
sinilah persoalan mulai muncul, yaitu manakala ada orang yang mencoba 
menghubungkan antara keabsahan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan 
di atas dengan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Menurut Mahzab al-
Syafi’I yang menjadi pegangan mayoritas muslim Indonesia dan diakomodasi dalam 
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon 
istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Berdasarkan penjelasan tersebut mayoritas 
umat Islam menyimpulkan bahwa peraturan pencatatan perkawinan tidak pernah ada 
dalam kitab-kitab fiqih. Dikarenakan tidak ada dalam kitab fiqih maka ada konsekuensi 
agama apa pun apabila mereka meninggalkannya. Sederhananya, bahwa ketentuan 
                                                        
6Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahu 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
7Pasal 6 Ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam. 
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pencatatan perkawinan itu tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidaknya 
sebuah perkawinan. 
Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, memang 
tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak 
sah.Karena dari ketentuan tersebut justru dapat disimpulkan bahwa pencatatan 
perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya pernikahan, karena 
segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut 
agama dan kepercayaannya itu.Namun penjelasan umum diisyaratkan bahwa pencatatan 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hal ini 
dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas 
merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan 
perkawinan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh 
negara.Dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan 
perkawinan tersebut.keberadaan pencatatan perkawinan di Indonesia adalah untuk 
menjamin kepastian  dan memberi perlindungan hukum bagi suatu perkawinan. 
Berdasarkan uraian diatas terkait dengan konstruksi hukum pencatatan perkawinan 
di Indonesia, tentunya kita sadari bahwa umur Undang-undang perkawinan tidak muda 
lagi, tapi sudah berusia 46 tahun dan KHI pun sudah berusia 29 tahun. Namun 
pelaksanaannya kedua hukum materil tersebut khususnya pada masyarakat Islam di 
Kota Makassar belum efektif.Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan, cerai diluar 
Pengadilan Agama, dan pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-
Undang masih saja terjadi. 
Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkara 
isbat nikah yang diterimah oleh Pengadilan Agama.Adanya isbat nikah ternyata 
membawa problematika sendiri dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu 
dibutuhkan legalitas perkawinan seseorang yang dibuktikan dengan adanya akta nikah, 
baru nikah diisbatkan, karen sejak semula kawin hanya dilakukan secara agama saja.    
Berdasarkan data penelitian yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kelas I A 
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Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Masuk (Diterima)  
Pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar 
(2015-2019) 
 
NO TAHUN Jumlah Perkara Itsbat 
Yang Masuk (Diterima) 
Persentase  
(%) 
1 2015 462 29,48 
2 2016 377 24,06 
3 2017 319 20,36  
4 2018 196 12,51 
5 2019 213 13,59 
Jumlah 1.567 100 
Sumber Data: Laporan Rekapitulasi Perkara Permohonan Isbat Nikah di Kantor 
Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar, 2019 
 
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara isbat nikah yang 
masuk (diterima) pada Pengadilan Agama Kelas I Kota Makassar dalam kurun waktu 
2015-2019 adalah berjumlah 1.567 perkara.Angka tersebut menunjukkan jumlah 
perkawinan yang tidak dicatatkan, dan yang mengajukan permohonan isbat nikah ke 
Pengadilan Agama.tentunya masih banyak lagi pasangan yang perkawinannya tidak 
dicatatkan dan belum mengajukan isbat nikah dan persoalan inilah yang menjadi 
fenomena dalam masyarakat sampai sekarang.  
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan salah 
seorang panitera pengganti yang menangani masalah permohonan isbat nikah 
menyatakan bahwa perkara isbat nikah yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1 A 
Kota Makassar pada umumnya perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, adapun perkara isbat  yang perkawinannya terjadi sebelum Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 itu hanya terdapat satu perkara saja berdasarkan data dari 5 
(lima) tahun terakhir. 
Sejalan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa kasus yang terjadi pada 
masyarakat Islam kota makassar sebagaimana data yang diperoleh dari lapangan 
tergambarkan pada tabel dibawah ini: 
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Faktor -Faktor YangMenyebabkan Pelaku Tidak Mencatatkan Perkawinannya di KUA 
 
No Alasan Perkawinan Tidak Dicatatkan Frekuensi 
Persentase 
(%) 
1 Administrasi yang berbelit-belit 5 16,67 
2 Poligami (Tanpa sepengetahuan istri 
pertama) 
8 26,66 
3 Tidak memperoleh restu dari Orang Tua 
(Sillariang) 
5 16,67 
4 Kehendak orang tua (Dibawah umur) 9 30 
5 Pergaulan Bebas (Hamil Diluar Nikah) 3 10 
Jumlah 30 100 
Sumber Data Primer, 2019 
 
Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa alasan masyarakat tidak 
mencatatkan perkawinannya yaitu sebanyak 30% responden menjawab atas kehendak 
orang tua (dibawah umur).Pada dasarnya, pelaku sudah mendaftarkan permohonan 
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama namun hakim menolak permohonan tersebut.  
Perkawinan dibawah umur di Kota Makassar masih menjadi tradisi bagi sebagian 
masyarakat, kemudian tidak memperoleh restu dari orang tua (sillariang) dan termasuk 
juga poligami tanpa sepengatahuan istri, semua ini terjadi tentunya disebabkan karena 
adanya penyedia layanan untuk melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan bahkan 
perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam ketentuan 
hukum Islam, dalam hal ini menikah tanpa wali yang sebenarnya (wali nasab). 
Banyaknya perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Makassar 
merupakan bukti masih banyaknya masyarakat yang tindak mencatatkan 
perkawinannya.Isbat nikah baru dilakukan ketika sudah tersandung masalah hukum, 
misalnya anaknya mau sekolah tentunya membutuhkan akta kelahiran.Pengurusan akta 
kelahiran memerlukan akta nikah, agar diperoleh buku nikah harus diajukan isbat nikah 
ke Pengadilan Agama setempat.Namun tidak semua perkara isbat nikah yang masuk ke 
Pengadilan Agama diterima dan dikeluarkan akta nikah, tetapi yang diterima adalah 
perkawinan yang dilakukan sah menurut agama Islam. 
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Sejak diberlakukan tahun 1974 melalui Undang-Undang Perkawinan, prosedur 
pencatatan perkawinan masih disalahpahami oleh sebagian masyarakat Islam di 
Indonesia, ada pertentangan antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan 
menurut masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP dinyatakan 
bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”. Mengapa perlu dicatat, berkenaan dengan pernyataan ini Pasal 5 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam telah memberikan jawaban yang cukup memadai, yaitu “Agar 
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. 
Jelas, tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah menciptakan ketertiban 
yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah 
kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi 
kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol 
sehingga tidak ada pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain 
peraturan perundang-undangan itu dibuat bukan tanpa tujuan.  
C. Analisis Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan. 
Dari beberapa uraian sebelumnya terkait dengan konstruksi hukum pencatatan 
perkawinan terdapat dilema hukum terhadap interpretasi tentang status hukum 
pencatatan perkawinan. Para ahli hukum memiliki perbedaan penafsiran terhadap 
regulasi pencatatan perkawinan mulai sejak munculnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari perbedaan interpretasi tersebut diantaranya: 
Pertama, Interpretasi diferensif yaitu interpretasi yang memisahkan regulasi 
tentang sahnya perkawinan dengan regulasi kewajiban pencatatan perkawinan.Pasal 2 
Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang keabsahan akad nikah yang 
diatur oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.Sementara Pasal 2 
Ayat (2) mengatur pencatatan perkawinan sebagai masalah administratif perkawinan 
yang tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya perkawinan.Kedua pasal tersebut dengan 
secara tegas menyatakan bahwa apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan 
sah atas suatu perkawinan, maka tidak ada alasan bagi suatu negara untuk menyatakan 
tidak sah. 
Sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan yang rancangannya berbentuk 
RUUP Tahun 1973 juga menunjukkan interpretasi diferensif.Ketika DPR membahas 
RUUP tersebut, terjadi perdebatan khususnya mengenai Pasal 2 yang hendak 
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meregulasi sahnya perkawinan berdasarkan pencatatan perkawinan.Dalam 
perkembangannya terjadi kompromi terhadap Pasal 2 tersebut yang kemudian 
melahirkan pemisahan Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan.Jika pencatatan 
perkawinan dianggap sebagai unsur penentu sahnya perkawinan, maka tidak ada artinya 
nilai historis perdebatan dan kompromi tersebut. 
Bertolak dari sejarah tersebut maka pencatatan perkawinan hanya merupakan 
regulasi administratif, seperti kelahiran, kematian dan sebagainya yang dijelaskan pada 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.Penjelasan resmi dan legal ini telah 
menyamakan pencatatan perkawinan dengan pencatatan kelahiran serta kematian yang 
dipandang hanya sebagai regulasi administrasi, yang tidak menentukan kesahan suatu 
perkawinan.Karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah, asalkan dilakukan 
menurut hukum agama dan kepercayaannya. 
Kedua, Interpretasi koherensif maksudnya adalah interpretasi yang memandang 
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
tidak boleh dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Sahnya perkawinan menurut 
hukum perkawinan nasional harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan 
perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan pasangan suami istri serta 
dicatat sesuai dengan prosedur. Adapun argument yuridisnya yaitu: pertama, Pasal 28 J 
Undang-Undang Dasar 1945, argumen ke dua, pencatatan perkawinan merupakan 
bagian dari asas hukum nasional. Jika regulasi pencatatan perkawinan hanya sekedar 
regulasi administratif maka semestinya pencatatan perkawinan tidak perlu menjadi asas 
perkawinan hukum nasional.Argumen ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 
1948/K/Tid/1991 Tanggal 18 Desember 1991. 
Keragaman Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa kompromi yang tercapai 
ditingkat legislatif yang melahirkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
hanya selesai di tingkat teks, tetapi masih menyimpang masalah secara kontekstual. 
Akibatnya ketika ketentuan tersebut dijalankan memunculkan ambiguitas praktek 
hukum perkawinan, khusus dalam penyelesaian perkara perkawinan pada Lembaga 
peradilan, baik perdata maupun pidana.Hal ini tentu berdampak negatif bagi kepastian 
hukum dalam masalah perkawinan. 
Menurut pandangan penulis bahwa kontroversi sah tidaknya perkawinan seakan 
mempertegas adanya ambiguitas hukum di tengah masyarakat Islam di Indonesia 
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(antara hukum nasional (formal) dan fiqih (agama).Satu sisi perkawinan yang tidak 
tercatat dikatakan sah dalam perspektif fiqih jika telah memenuhi syarat dan rukunnya 
tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan.Sementara pada dimensi hukum nasional 
(formal) pernikahan ini tidak diakui secara yuridis (illegal) yang berimplikasi pada 
konsekuensi administrasi dan legal standing dari perkawinan.Dalam hal ini, yang 
menderita dan menanggung kerugian dalam kasus pernikahan yang tidak tercatat ini 
adalah umumnya pihak perempuan dan anak. 
Dualisme antara hukum nasional (formal) dan fiqih (agama) sepanjang sejarah 
negeri ini sangat berliku, karena usaha transformasi hukum fiqih ke dalam Undang-
Undang tidaklah mudah.Pada masa pendudukan Hindia Belanda, dikenal salah satu 
teori formulasi hukum agama ke dalam perundang-undangan, yaitu teori Receptio in 
Complexu (semua warga Negara menjalankan hukum agamanya masing-masing).Dalam 
perjalanannya, muncullah teori Eksistensi yang mengemukakan bahwa hukum Islam 
atau syariat adalah bagian integral dari hukum nasional. 
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi bersifat umum dan 
normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa 
yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta 
menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.8 
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 
pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen dengan menyertakan 
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi 
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam 
hubungan dengan masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.Adanya aturan itu dan 
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.9 
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.Hukum 
secara hakiki harus pasti dan adil.Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena 
pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.Hanya karena 
                                                        
8Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Cetakan Kelima,(Yogyakarta: 
Liberty, 2008), hlm. 41 
9Disarikan dari Buku Hans Kelsen, Introduction to The Problem of Legal Teory, Terjemahan 
Siwi Purwandari.Pengantar Teori Hukum. Cetakan Ketiga, (Bandung, Nusa Media, 2014),hlm.56 
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bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 
fungsinya.Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 
normatif, bukan sosiologi.10 
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.Jelas dalam artian tidak 
menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu 
sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 
norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 
konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif.Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan 
moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.Suatu hukum yang tidak pasti dan 
tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.11 
Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 
keadilan.Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi 
sebagi peraturan yang ditaati.Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 
merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.Beliau berpendapat bahwa keadilan 
dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan 
dan ketertiban suatu negara.Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.Berdasarkan 
teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan 
kebahagiaan.12 
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kepastian hukum menurut Pandangan 
Penulis bahwa pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi 
keabsahan suatu perkawinan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait yaitu 
suami, istri dan anak-anak serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak 
yang nantinya akan timbul setelah perkawinan dilangsungkan seperti hak untuk 
kewarisan, hak memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup dan masih banyak 
                                                        
10 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang 
Pressindo, 2010), hlm. 59 
11C.S.T. Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, 2009), hlm. 385 
 12Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) ,(Jakarta: Penerbit 
Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83 
 
JURNAL RESTORATIVE JUSTICE 
Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 122 – 137 




lagi hak-hak lainnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat merugikan pihak 
istri maupun anak baik secara hukum maupun secara sosial.  
Dari sudut pandang hukum, bahwa perempuan tidak dianggap sebagai istri yang 
sah sehingga tidak memperoleh kepastian hukum akan hak nafkah dan warisan dari 
suami jika ditinggal meninggal dunia. Jika terjadi perceraian, hak istri untuk 
mendapatkan harta gono gini tidak memperoleh kejelasan karena secara hukum 
perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak adanya bukti outentik yang 
jelas.Selain itu, dampak terhadap anak yaitu status anak yang dilahirkan dianggap 
sebagai anak tidak sah dan tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan akta 
kelahiran disebabkan karena tidak adanya jaminan mengenai orang tua dari anak yang 
dilahirkan tersebut. 
Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah merasa 
berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur hubungan 
pencatatan perkawinan.Pentingnya sebuah pencatatan adalah untuk menciptakan 
kemashlahatan beragama.Hal tersebut karena pencatatan dilakukan secara resmi 
sehingga mempunyai kekuatan hukum. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan 
pernikahan secara resmi akan mendapatkan buku nikah. Pembuatan buku nikah 
berfungsi sebagai alat bukti bagi kedua belah pihak (pasangan suami istri) untuk 
melakukan proses yang timbul dari suatu pernikahan. 
Kesimpulan 
Kontroversi sah tidaknya perkawinan seakan mempertegas adanya ambiguitas 
hukum di tengah masyarakat Islam di Indonesia, yakni antara hukum nasional dan 
agama.Dalam  perkawinan yang tidak tercatat dikatakan sah dalam perspektif fiqih jika 
telah memenuhi syarat dan rukunnya tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. 
Sementara pada dimensi hukum nasional perkawinan ini tidak diakui secara yuridis 
(illegal) yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan legal standing dari 
perkawinan. Dalam hal ini, tentunya yang menderita serta menanggung kerugian dalam 
perkawinan yang tidak tercatat  adalah pihak perempuan dan anak. 
Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih 
menimbulkan ambigu serta menimbulkan ketidakpastian dan keadilan hukum, sehingga 
muncul pendikotomian dalam pemaknaannya,  perkawinan sah secara agama dan sah 
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menurut peraturan perundang-undangan. Undang- Undang tersebut tidak memberikan 
ketegasan berupa sanksi, baik itu sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan, 
sehingga masih terbuka peluang terjadinya perkawinan tidak tercatat di kalangan 
masyarakat. 
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